GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 14¢ TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG -
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASL TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA ©
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHMABILITASI LANJUT USIA -

Menimbang

MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No_iﬁof 145
Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehahilitasi Lanjut U@aa: o

Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Bar at;

bahwa dalam rangka efisiensi dan - efékﬁﬁfésé S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi -

sosial lanjut usia dan tuna sosial,  perlu “dilakukan S
evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial .~ = -
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provms1 o

Kalimantan Barat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan 'sébagaimana- :

dimaksud dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis :_' : [
Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustikd Dharma

Provinsi Kalimantan Barat yang telah - dzhen’cuk-'-"-_'_""

berdasarkan Peraturan Gubernur Namer 145 - Tahun S

2021, perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan . sebagaimana =~
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu . -
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Sonin
Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2021 tentang T
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan’ Fungsi . o
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Paxm ‘Sosial
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provms; D

Kalimantan Barat;

HARO PERANGHAT DALNAN ASTETEN 1 SEHDA
UM PEMBEAKAREA




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Da,sar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; : : o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 temaﬁg' T
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom cProvinsis
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahma_ntan S SRR
Timur (Lembaran Negara Republik Indenes.la Tahun -

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republlk'
Indonesia Nomor 1106); :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 temang Aparatur.'_'i"_'.: | _' e
Sipil Negara (Lembaran Negara: Republik ‘Indonesia: . .
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem’b&ran N’egma el

Republik Indonesia Normor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun . 2014 tema.ngf-.:

Pemerintahan Daerah . (Lembaran Nega;a ‘Republik
Indonesia Tahun 2014 Noror 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana'__' S
telah djubah beberapa kali dan terakhir - dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesza Tahun 2020:‘_’-
Nomor 245, Tambahan: Lembaran Negar& Repubhk

Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten‘i:mlg&;_;’jﬁ_:':'; o
Perangk at Daerah (Leimbaran Negara Repubhk Indonema
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negaraf;.}.

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun_@;_:_
2019 tentang Perubshan Atas Peraturan Pemem‘itah.;_j;_'
Nomor 18 Tahun 2016 tentang - Perangkat Daerah'-f_f

(Lembaran Negara Republik" Indonesia - TahLm 2019 -
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negam Repubhk; i

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomm 12 ’i‘ahun 201’7:{.'-

tentang Pedoman Pembentukan dan Klas1fﬂ<a31 Cabang-*i'-

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berl‘ta Negaraf’i'_f_fi

Republik Indonesia Tahun 2017 : Nemo.‘z 451)

Peraturan Daerah Nomor & Tahun . 20}.6' tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera_ Promns1 _

Kalimantan  Barat (Lembatand = Daerah - Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahanﬁ o

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) |
sebagaimana telah diubah - beberapa kali dan tera}:dnr‘-_}-_-' s
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang ¢
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ‘Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kahma;ntan Barat: (Lembaran'}_g:
Daerah Provinsi Kalimantan Barat' Tahun 12021 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah vamsz Kahmantan_f‘i__
Barat Nomor 5); - L
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8. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN '

Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2021 tentang P@mbentukaﬁ,f 'Siisuném o

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN PFUNGS], SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI = LANJUT - USIA
MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti
Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat .

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomior 145), 'diéé;bm“ e

dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis - Panti - Sos:xal'_".
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kahmantan ‘Barat

di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dilaksanakan oleh Unit Peiaksana-" _' “ :” -
Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia: Dharima Provmsz"ﬁ_f R
Kalimantan Barat. Selanjutnya terhadap tugas, fungsi dan tata: ker 1= U‘m‘t S

Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Musuka Dharmar

provinsi Kalimantan Barat di bidang rehabilitasi sosial tuna sosw} L

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provmsz'
Kalimantan Barat;

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Peiaksétﬁa Teknis - o

Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma 'Proviii$i 'Kéﬁmmﬁaﬂ iR

Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru darz

Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralaian dan f:_. |
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana ‘Teknis Panti bosa.al_' - '  _' |
Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Ka};mantan Barat - '_ ”

menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan urusan di

bidang sosial.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022

Agar setiap orang mengetahumva memerintahkan pengundangan Peratm an-: Sl
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemta Daerah Provmsl}j“ﬁ
Kalimantan Barat.

Dltetapkan di - Pontlanak o
pada tanggal 7 sV ;E’ W‘%m §

tGUBERNUR 'IQALIMANTAN_ BARATz: - T

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 VY& 2edy
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR Y04 = -




